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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

J1. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor . 420, 905 /Dikmen/2016

TENTANG
Pemberian Izin Operasional Untuk Pembukaan Program Keahlian Analis Kesehatan
(Keperawatan) dan Program Keahlian Farmasi
Pada SMK BHAKT| ASIH Purwakarla

Mulai Tahun Ajaran 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

Membaca J Surat permohonan dari SMK BHAKTlI ASIH PURWAKARTA Nomgr !
001/KPTS/YPAH-PWK/2016 tanggal 15 Februad 2016 Perhal
Permohonan 1Zin Operasional Program Keahlian Analis Kesehatan
(Keperawatan) dan Farmasi;

Menimbang +  a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat,
dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelcksanaan pemerataan pendidikan, SMK BHAKTI ASIH
PURWAKARTA mengusahakan untuk pembukaan Program Keahlian
Analis Kesehatan (Keperawatan) dan Farmasi;

c. bahwa semua peryaratan untuk pembukaan Program Keahlian

Andlis Kesehatan (Keperawatan) dan Farmasl tersebut di atas telah
dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas
Pendidkan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta,
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarig tentang
pemberian izin operasional kepada SMK BHAKTI ASIH PURWAKARTA
untuk  pembukaan Program Keahlign Analls  Kesehatan
(Keperawatan) dan Farmasi mulai tahun pelagjaran 2017/2018.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah
divbah dengan Undang -undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakaria dan Kabupaten Subang
Dengan Mengubah Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republk

Indonesla  Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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Feraturan tMerisd Pendidikan don Ksbadoyosn Nomeor 32 Tonon
2013 tentong Stondor Kompetensl Luluson Fendicdheon Doz

mMenengah.
Pergiuran Menler Pendidikan dan Kebudoyoonh Nomar &4 Tohun
2013 teniang Stondor i Pendidicon dan Manangah.

Fergiuran tManten Pendidikan dan Kebudoypoon MNomor £5 Tom
2013 tentang Standar Proses Pendicikan Dosor don Menengan
Peraturan iMentar Pendidfican dan Ksbudaoyoon Nomar &5 Tomm
2013 Tenlong Stondor Menengaoh Fendideon ODosor oon
Fenengah,

Pergturan Mentsd Momeor &0 Tohun 2012 teniong Hurdotum 2003
Sakolah Marnangoh Kejuruan/Madrasah AByan Keiuruon.

Parafuran Mentar Nomor 61 Tahun 2014 teniong Kurlogdom Soison
Tingkat Pendidlkan

Paraturan Mented Pendician dan KEebuedoyzon Fepublk indonesio
MNomor 36 Tohun 2014 tentang Pedoman Pendiicn, Ferubohon,
dan Penutupan Saluan Pendidikan Dasar daon Menenoan.

Surgl Keputusan Menter Hukumn dion Hak Ascsl Monusic Repudi
Indonesia Momor: C-843.HT.O1.02.Th 2005 fanggal 06 Jund 2005;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth :

Tambahan  untuk

1. Proposdl ermohonan kzin  operaslonal
. o e an (Keperawatan)

Pembukaan Program Keahlian Analis Kesehat

dan Program Keahlian Farmasl; ;

2. Hasi studi kelayakan ferhadap persyaratan  izin ogerc;fop (::1‘
tambahan untuk Pembukaan Program Keahiilcm Analis Keseha
(Keperawatan) dan Program Keahlian Farmastk , .

3. Akta Notars Ahnmad Bangsali,SH Nomaor o1 tanggal 01 April 2005;

Memberi izin Operasional kepada YAYASAN ADHIGUNA” Hui’:i’?‘
PURWAKARTA (SMK BHAKTI ASIH) Kabupaten Purwaka TC’ o
membuka Program Keahlian Analis Kesehatan (Keperawatan)
Program Keahlian Farmasi;

Perﬁbericn izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan gﬂ biﬂg??;
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang beriaku C‘"I ]crcj::n
melakukan daftar ulang ( herregristrasi ) setiap awal tahun pedg e
kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemu

Olah Raga Kabupaten Purwakarta:

nengah Dinas Pendidikan
tuk melaksanakan
lah tersebut pada

Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Me
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta un
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan seko
diktum kesatu;

Hal — hal yang temyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini,
akan diatur dalam keputusan tersendiri;

anggal ditetapkan dengan catatan

Keputusan ini mulai berlaku pada t ¢
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal 118 Maret 2016

N, T el
*H:MRASMITA Ns.\sPd.,
NIP. 19580401 197803 1

Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
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3 Fax. (0264) 8221297

1. Veteran No, 254 purwaka

URAT HEPUTUSAN
Momor : 001/K PTSHPAH-mema
Tentang
SIVIK
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( |

Ketua Yayasan Adhiguna Husada setelah:

Menimb : : . arkembangan program
G {1} Bahwa untuk memberikan dukungan bagi kemaju::e:a:u?wakarta khususnya di
pendidikan formal setingkat kejuruan o Hapup enghadapi dunia kerja yang
Kecamatan Ciseureuh, serta diperlukannya persiapan mn maka dibutuhkan adanya

semakin kompetitive terutama dalam hi:la.ng kesehata st
lembaga pendidikan formal yang terintegrast dmganpzfgrxeﬁmamn Ciseureuh dan

2] Bahwa selama ini banyak lulusan setingkat SMP € kolah Menengah Kejuruan
sekitarnya yang bermaksud melanjutkan ke jenjang Sexo’3 ksimal dikarenakan
dengan program kesehatan belum bisa tertampung secara r:a ek veng hamus
keterbatasan jumiah sekolah Kejuruan sejenis atau terlalu jauhnya |
ditempuh. :

(3) Ba:w: banyak permintaan, saran serta dukungan kepada Yayasan Adhiguna l:lusada
untuk mendirikan Pendidikan Formal yang terintegrasi dengan Kesehatan herupa
sekolah kejuruan dengan keahlian berbasis kesehatan.

Mengingat !

(1)  Undang-undang Mo. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

(2)  Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.

(3) Belum adanya pendidikan formal setingkat menengah kejuruan [SMK) yang
berkampeten dalam pengelolaan SMK di Yayasan Adhiguna Husada.

(4)  Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan SMK
di ¥ayasan Adhiguna Husada.

(8]  Hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan pada 03 Februari 2016 atas persetujuan
Dewan Pembina dan Pengawas.

Dengan bertawakkal dan mengharap Ridha Allah 5WT dengan ini;

Memutuskan

(1)  Mendirikan sekolah dengan nama SMK Bhakti Asih Purwakarta
(2)  Segera mengurus perizinan yang diperlukan ke instansi terkait.

{3)  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskannya sampai batas waktu yang

tidak ditentukan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan.

Diputuskan di : Purwakarta
Pada tanggal :03 Februari 2016

Ketua Yayasan




